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Terbaru

Bappebti Blokir 1.855 Situs Internet
Perdagangan Berjangka Komoditi llegal di
2023

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan

represif.

BAPPEBTI

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti) sepanjang

tahun 2023 memblokir 1.855 situs web Perdagangal

riangka Komoditi (PBK)

ilegal. Pemblokiran bertujuan untuk melindung syarakat dari potensi

kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku

uszha di bidang PBK.
“Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih

marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situ:

maupun penggunaan
aplikasi ponsel pintar (smartphone). Masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati

terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak

bertanggung jawab,” ungkap Pit. Kepala Bappebti Kasan, Kamis (01/2/2024)
Baca juga:

« Lindungi Nasabah, Bappebti Selesaikan Aduan Secara Berjenjang
bti Ingatkan 1k da Kegiatan PBK llegal

Bappebti secara rutin dan berkelanjutan melakukan upaya preventif dan represif
agar masyarakat terhindar dari modus penipuan dan potensi kerugian akibat
PBK ilegal. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melapor ke
Bappebti bila menemukan adanya penawaran PBK ilegal. Pelaporan bisa
dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang
angsung ke kantor Bappebti.
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“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan

masyarakat dalam memberantas kegiatan

t; B gal di bidang PBK. Bappebt
berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun dengan

at, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK

g saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan

Dalam kesempatan yang sal

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
dan Penindakan Bappebti Aldison menegaskan kegiatan PBK di Indonesia wajib

memiliki izin dari Bappebti

Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib

mengajukan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di
Indonesia Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin
maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang

berlaku,” kata Aldison tegas




Situs web PBK ilegal yang telah diblokir Bappebti dapat dinormalisasi apabila
entitas pemilik situs web tersebut beriktikad baik mengurus perizinan ke
Bappebti. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas
ilegal. Selain itu, ini juga cara membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK
yang sehat.

Aldison menambahkan, "Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui
terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara
mengakses situs web resmi Bappebti melalui

tautan https:/fceklegalitasbappebtigo.id/.

Terkait penanganan aduan masyarakat, Kasan mengungkap pihaknya
menyelesaikan pengaduan secara berjenjang. Seluruh proses pemeriksaan,
gelar kasus, dan pengenaan sanksi telah dilakukan sesuai prosedur dalam

peraturan perundang-undangan tentang PBK.

Prosedur yang dimaksud mengacu ketentuan Pasal 61 UU No.32 Tahun 1997
Jo.UU No.10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UL PEK).

Berikutnya, diatur lebih lanjut melalui Pasal 3 Peraturan Bappebti No.4 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan.

“Sanksi administratif yang dikenakan Bappebti merupakan hasil proses akhir
atas pemeriksaan tim Bappebti pada penanganan pengaduan atas pelanggaran
ketentuan yang sifatnya administratif” kata Kasan menjelaskan.

Kasan menambahkan—terkait permintaan pengembalian dana atau ganti rugi
kepada Bappebti—disediakan jalur penyelesaian melalui pengadilan negeri atau
proses arbitrase. Badan Arbitrase Perdagangan Berjanghka Kornoditi Indonesia
[BAKTI) menjadi pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
PBK. Hal ini sesuai pilihan penyelesaian perselisinan hukum yang tercanturm

dalam dokurnen perjanjian pemberian amanat nasakah.

Lebih lanjut, Bappebti mengoptimalisasi pengawasan untuk memperkuat
perlindungan terhadap masyarakat. Dalam strategi pengawasan tersebut,
Bappebti melakukan beberapa langkah antara lain penguatan regulasi dan

literasi, integrasi sistern aplikasi, dan penerapan sistemn rating pialang berjangka.

Berikutnya, penyelesaian penanganan pengaduan dan penguatan kerja sama
dilakukan antara lain dengan Kejaksaan Agung. Bappebti jJuga merupakan
anggota yang aktif dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan
llegal [Satgas PASTI).
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